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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menghadapi era globalisasi dewasa ini, kota Bandung memiliki berbagai keterbatasan baik yang menyangkut fisik kota maupun sumber daya manusia (SDM), peraturan, dan perundangan serta birokrasi pemerintahan. Di bidang infrastruktur dan utilitas kota, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara penyediaannya dengan dinamika aktivitas kota, sehingga tingkat pelayanannya menjadi tidak optimal. Dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang dapat berkompetisi dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Demikian pula dengan aspek peraturan dan perundang-undangan serta birokrasi belum sepenuhnya memberikan pelayanan publik yang baik buat masyarakat. 

Keterbatasan kemampuan kinerja pemerintah kota Bandung dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Secara internal faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia, hambatan birokrasi dan keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan merupakan kendala yang harus segera disikapi. Kemampuan Aparatur dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan akan berkembang di masyarakat merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi dalam rangka perwujudan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain permasalahan birokrasi. Hal lain yang menjadi kendala pembangunan adalah adanya keterbatasan pembiayaan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD pemerintah kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang “Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah”, setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai tolak ukur penilaian Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah yang dimaksud maka Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung.

Renstra adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah. Renstra juga merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Adapun pembentukan Renstra mengacu pada pola dasar pembangunan daerah, program pembangunan daerah, indikator analisis tentang situasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, indeks regional, dan kebijakan jangka menengah. Hal tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Renstra kota Bandung merupakan pedoman arah bagi seluruh dimensi Kebijakan Pemerintah Kota bandung pada periode tahun 2004-2008 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bandung.

Pembangunan kota Bandung merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional. Pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif  baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai masalah dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

Untuk membangun komitmen dan keinginan sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan Pemerintah Kota dalam periode kedepan dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang yang dimungkinkan tejadi baik yang berupa tantangan , kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk untuk melaksanakan berbagai Kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah kota bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan publik yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan atau pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan kota.

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat maka penulis menyusun laporan KKL dengan judul “PERENCANAAN KEBIJAKAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDUNG 2004-2008”.
1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perencanaan kebijakan Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik Kota Bandung?

2. Bagaimana pemberdayaan Aparat Pemerintahan Kota Bandung dalam peningkatan pelayanan publik Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud Penulis dalam penyusunan laporan KKL adalah untuk mengetahui perencanaan kebijakan sub bidang pemerintahan BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik berdasarkan Rencana Strategis(RENSTRA) kota Bandung 2004-2008.

Sedangkan tujuan KKL adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan kebijakan sub bidang pemerintahan BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan Aparat Pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik Kota Bandung.
1.4 Kegunaan KKL

KKL dan penyusunan laporan, oleh penulis dilakukan mempunyai kegunaan ataupun manfaat yang pertama bagi penulis sendiri, teoritis, dan praktis yaitu :
1. Bagi Penulis berguna dalam pengumpulan data, mengembangkan wawasan, dan informasi tentang perencanaan kebijakan sub bidang pemerintahan BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik berdasarkan RENSTRA kota Bandung tahun 2004-2008.
2. Bagi teoritis, berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi sub bagian kepegawaian BAPPEDA dalam penilaian kinerja Aparat Pemerintahan
3. Bagi kegunaan praktis di lapangan (guna laksana), melalui penelitian tentang perencanaan kebijakan sub bidang pemerintahan BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik berdasarkan RENSTRA Kota Bandung tahun 2004-2008. Yang berdasar peraturan daerah No.6 tahun 2004 tentang RENSTRA sehingga Pelayanan Publik bisa lebih baik.

1.5 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No.328 Tahun 2001 tentang “Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung”. Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan kota di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Suatu kegiatan selalu diawali dengan perencanaan karena perencanaan merupakan sebuah konsep yang dibuat untuk menggerakkan suatu kegiatan yang akan dilakukan, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan teratur dan terarah.

Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah dinamis yang ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena perubahan kondisi dan situasi.
Pengertian perencanaan menurut G.R.Terry dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, perencanaan adalah : 
“memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan” ( Hasibuan, 1996:94)
Perencanaan sangat penting untuk dilakukan oleh BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik. Adapun perencanaan yang perlu di lakukan BAPPEDA  sama seperti yang didefinisikan Malayu Hasibuan yaitu memilih fakta atau permasalahan yang ada kemudian merumuskan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun tahap-tahap dalam perencanaan adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan sejelas-jelasnya.

2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, atau fakta.

3. Menetapkan beberapa alternatif.

4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana.
  Perencanaan merupakan fungsi utama manajer, pelaksanaan pekerjaaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan dan apabila tidak tercapai mungkin dikarenakan rencana yang kurang baik. Perencanaan harus didasarkan pada kenyataan obyektif dan rasional untuk mewujudkan adanya kerja sama yang efektif. Adapun tujuan perencanaan menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.  
Perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Bandung adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Mengenai pelayanan publik telah didefinisikan oleh Lijan Poltak sinambela dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik, yaitu: Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sinambela, 2006:5).
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kondisional;
4. Partisipatif;
5. Kesamaan hak;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban.
Perkembangan globalisasi menempatkan pelayanan yang berkualitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang pada gilirannya akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Pelayanan publik juga menjadi isu strategis yang bermakna politik karena menyangkut bagaimana pola hubungan kekuasaan dijalankan. Artinya, kualitas pelayanan publik juga dapat menggambarkan bagaimana penguasa dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya.
Untuk mencapai tujuan Sub Bid Pemerintahan BAPPEDA, yaitu pelayanan publik yang lebih baik. Maka selain melakukan perencanaan kebijakan juga melakukan Pemberdayaan Pegawai. Pemberdayaan didefinisikan oleh Parsons yang dikutip Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
“pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya” (Suharto, 2005:59).
Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA perlu melakukan pemberdayaan seperti dalam definisi Parsons. Bahwa pemberdayaan menekankan pada memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain. Artinya bahwa seorang pegawai perlu diberdayakan supaya bisa disiplin tinggi. 

Adapun indikator Pemberdayaan, yaitu :
1. Aras Mikro : Pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention.
2. Aras Mezzo : Pemberdayaan dilakukan terhadap klien menggunakan kelompok sebagai media intervensi.

3. Aras Makro : pemberdayaan melalui pengarahan pada sistem lingkungan yang lebih luas, yaitu perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbyng, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik.

1.6 Metode Penelitian KKL
1.6.1 Metode Penelitian KKL
Laporan KKl ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, karena penulis melakukan penelitian yang terfokus pada satu kasus dan mendetail. Deskriptif  didefinisikan menurut para ahli  sebagai berikut : 

 “Deskriptif yaitu penelitian untuk memberi gambaran yang lebih jelas     tentang situasi-situasi sosial, lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukan hubungan antara berbagai variabel” (S. Nasution, 2004:24)

“Deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti” (Kountur, 2004:105).
Penelitian deskriptif sering didahului oleh penelitian eksploratif dan memberi bahan yang memungkinkan penelitian eksperimental. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.
2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu-persatu.
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan.
Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu melalui survei mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Informasi diperoleh dari sekumpulan orang.
2. Informasi diperoleh dari sekumpulan orang tersebut sebagai sample.
3. Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.
1.6.2 Tehnik Pengumpulan Data KKL

Tehnik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam KKL ini ada tiga yaitu :
1. Observasi   :  yaitu cara memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu dan memberi kemungkinan untuk menafsirkan secara ilmiah, yang berhubungan dengan perencanaan kebijakan Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA dalam peningkatan pelayanan publik berdasarkan RENSTRA kota Bandung Tahun 2004-2008. 
2. Wawancara : yaitu cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telepon. Dalam  tehnik pengumpulan data wawancara, yang menjadi nara sumber diantaranya yaitu :

a. Tutty prihastutty, SE, sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian BAPPEDA.
b. Drs. Pagat Risyanuar P. MMPd, sebagai Kepala Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA.
Penulis mewawancarai dua orang tersebut, karena memiliki data tertulis dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
3. Studi Dokumentasi  : yaitu penelaahan melalui dokumen tertulis yang diperoleh dari instansi terkait berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan dari catatan organisasi. Studi dokumentasi pada penelitian ini didapat dari buku rencana strategis (RENSTRA) kota Bandung dan Berdasarkan dokumen Keputusan Walikota Bandung No.328 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Karena dengan tehnik studi dokumentasi diharapkan data yang diperoleh bisa sesuai dengan data lapangan.  

1.6.3 Sumber Informasi KKL
Penulis dalam mendapatkan data-data dan informasi KKL ini dari lingkungan sub bagian kepegawaian dan sub bidang pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung, yang berada di Jl.Tamansari No.76 Telepon (022) 2500950. 
1.6.4 Tehnik Analisis Data


Usulan penelitian ini menggunakan tehnik analisis data Kualitatif, yang dikemukakan oleh Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, yaitu Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dari tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2005:166).

1. Reduksi : yaitu proses penyederhanaan data yang masih kasar hasil dari penggunaan teknik  dan alat pengumpulan data dilapangan

2. Penyajian data : yaitu upaya pengumpulan data  menjadi kenyataan yang disajikan dalam bentuk teks, yang awalnya terpencar dan terpisah melalui sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut.

3. Menarik kesimpulan berdasarkan Reduksi, Interpelasi, dan Penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya sesuai dengan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum sampai pada kesimpulan yang khusus.  
1.7 Lokasi Dan Jadwal KKL

Penulis melakukan KKL yang berlokasi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung, yang berada di Jl.Tamansari No.76 Telepon (022) 2500950. 

Penjadwalan penelitian dimulai dari penyusunan usulan penelitian sampai pengumpulan laporan KKL yang terdiri atas :

1. Penyusunan usulan KKL pada bulan Juli tahun 2006.

2. Mengajukan surat permohonan KKL  ke kantor BAPPEDA pada bulan Juli tahun 2006
3. Pelaksanaan KKL dari tanggal 1-31 bulan Agustus tahun 2006.

4. Analisa data KKL pada bulan September tahun 2006.

5. Penulisan laporan KKL pada bulan September-Oktober tahun 2006.
6. Pengumpulan laporan KKL bulan November tahun 2006.
TABEL 1
JADWAL KKL
	Waktu/Bulan
Kegiatan
	Juli
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov

	Penyusunan Usulan Penelitian KKL
	√
	
	
	
	

	Pengajuan surat permohonan KKL
	√
	
	
	
	

	Pelaksanaan KKL
	
	√
	
	
	

	Analisa Data KKL
	
	
	√
	
	

	Penulisan Laporan KKL
	
	
	√
	√
	

	Pengumpulan laporan KKL
	
	
	
	
	√
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